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The Role of Local Institution Keujreun Blang in Wetland Rice Farming at Aceh Besar District. The role 
of local institutions in wetland rice farming is needed to mobilize the farmers community in overcoming various 
problems, especially pest attacks that potentially provide vulnerability for farmers community. The objectives of this 
research were to: (1) to identify role of Keujreun Blang in paddy farmers community and (2) to assess local 
institutional role of farmers to adaptation on pest attack. Primary data were obtained by the survey (questionnaire) 
assisted with qualitative data obtained by observations and in-depth interviews key informants (key informants). 
Purposive sampling was obtained that counted 80 farmer respondents and 20 key informants. This research used 
quantitative descriptive and qualitative data. The result of the research showed that Keujreun Blang was effective in 
setting up the planting schedule and resolving irrigation system conflict therefore preserving the rice fields tend to 
decrease, in local wisdom conserve, its role in Khanduri Blang was still important yet it should be assisted tends by 
headman (Geuchik: i^e Achenese terminology) as well as his role in controlling pest attacks, but in demolition of rats 
and concurrently planting.   





Peran kelembagaan lokal dalam usahatani padi sawah sangat diperlukan untuk menggerakkan komunitas 
petani dalam mengatasi berbagai permasalahan, terutama serangan hama yang berpotensi memberikan kerentanan 
bagi komunitas petani. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran kelembagaan Keujreun blang dalam usahatani 
padi sawah dan melihat peran kelembagaan lokal dalam mengorganisir komunitas petani untuk dapat beradaptasi 
terhadap serangan hama. Data primer diperoleh dari hasil survei (kuesioner) dibantu data kualitatif yang diperoleh dari 
observasi, dan wawancara mendalam informan kunci (key informan). Pengambilan sampel dengan menggunakan 
purposive sampling sebanyak 80 responden petani dan 20 informan kunci. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis deskriptif kuantitatif diperdalam dengan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Keujreun 
Blang tergolong efektif dalam pengaturan jadwal turun sawah, menyelesaikan sengketa di tingkat petani dan sistem 
pengairan, sedangkan dalam melestarikan adat (kearifan lokal) sawah cenderung berkurang. Perannya dalam 
melaksanakan Khanduri Blang masih tinggi, namun harus dibantu oleh kepala desa (Geuchik). Peran Keujreun Blang 
dalam mengorganisir komunitas petani dalam mengendalikan serangan hama cenderung berkurang, kecuali dalam 
melakukan geproyokan hama tikus dan melakukan tanam serentak. 
Kata kunci: usahatani padi, kelembagaan, Keujreun Blang, serangan hama
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PENDAHULUAN 
 
Indonesia adalah negara yang terdiri dari 
ragam etnis dan budaya. Keragaman budaya dan 
tradisi lokal merupakan aset penting dalam 
pembangunan khususnya perdesaan (Nasrul, 
2013). Hingga kini, sektor pertanian masih 
menjadi prioritas dengan tingkat partisipasi relatif 
kuat dan keakraban tinggi serta interaksi antar 
sesama yang intensif. Beberapa ciri masyarakat 
pedesaan inilah yang hingga kini masih 
dipelihara dan dilakukan dengan baik yang 
umumnya masyarakat tani. Sifat kebersamaan 
dan gotong royong merupakan modal sosial yang 
masih diandalkan untuk mengatasi berbagai 
ancaman dan gangguan dalam sektor pertanian 
termasuk gangguan hama pada tanaman padi 
yang kerap dilakukan dengan aksi kolektif. Salah 
satu faktor yang mengganggu komunitas petani 
sering disebabkan oleh gangguan baik bencana 
alam maupun klimatologis yakni serangan hama 
dan kekeringan (Ilham et al., 2005; Leatemia, 
2011; Baehaki, 2011; Anggraini, 2014).  
Data Dinas Pertanian dan Tanaman 
Pangan Provinsi Aceh menyebutkan, Kabupaten 
Aceh Besar, khususnya di Kecamatan Ingin Jaya 
tergolong lokasi yang mengalami tingkat 
serangan hama berat dengan intensitas kejadian 
sering sepanjang musim tanam dan terbilang akut 
(Distan Aceh, 2015). Akibatnya, produktivitas 
padi di komunitas petani menurun bahkan ada 
yang gagal panen (puso). Berdasarkan data, 
diketahui bahwa dalam enam tahun terakhir 
(2010-2015) terjadi penurunan hasil produksi 
padi di kecamatan tersebut dari 6,65 t/ha menjadi 
5,7 t/ha (Distan Aceh Besar, 2015). Dari potensi 
hasil deskripsi varietas yang digunakan, 
seharusnya produksi padi di lokasi penelitian 
dapat mencapai 8–9 ton/hektar. Namun gangguan 
hama menyebabkan produksi tidak optimal.  
Salah satu upaya yang harus dilakukan 
komunitas petani untuk meminimalkan dampak 
bencana akibat serangan hama adalah 
meningkatkan kapasitas adaptasi komunitas 
petani (Utami, 2012). Kapasitas adaptif 
merupakan bentuk penyesuaian yang dilakukan 
oleh manusia dalam menanggapi munculnya 
suatu musibah dan cara menghadapinya dengan 
sempurna. Baehaki (2011) mengatakan bahwa 
untuk mengendalikan serangan hama tidak cukup 
dengan mengandalkan teknologi namun 
dibutuhkan peran serta dan partisipasi aktif dari 
petani. Strategi bertahan adalah salah satu upaya 
yang harus dilakukan komunitas petani agar 
resilien menghadapi bencana serangan hama dan 
kembali bangkit pasca bencana. Menurut Kulig et 
al. (1996) kapasitas adaptasi komunitas 
merupakan kemampuan sebuah komunitas, tidak 
hanya untuk menghadapi kesulitan tapi juga 
untuk mendapatkan kekuatan dalam menghadapi 
suatu ancaman.  
Untuk mengatasi guncangan hama pada 
usahatani padi sawah, maka menurut Kelly et al. 
(2015) perlu pekerjaan yang baik, stabilitas 
ekonomi, ketersediaan sumberdaya, kondisi 
sosial, budaya, alam, dan peran kelembagaan 
lokal. Peran kelembagaan lokal dalam 
pembangunan pertanian merupakan agen dalam 
perubahan perilaku petani terhadap adaptasi suatu 
teknologi (Nuryanti dan Swastika, 2011). 
Menurut Muis et al. (2008) keberadaan suatu 
kelembagaan lokal sangat penting dalam 
pengaturan jadwal tanam, pengaturan air, 
pengendalian organisme pengganggu tanaman 
(OPT), dan pergiliran varietas yang digunakan 
ketika terjadi serangan hama.  
Hal ini seperti yang dilakukan 
masyarakat Bali dengan kelembagaan Subak-nya 
dalam pengelolaan usahatani padi sawah yang 
menganut sistem norma dan nilai dalam 
mengkordinasikan sistem pengaturan air irigasi di 
pematang sawah (Aryawan et al., 2013) dan 
dianggap sebagai roh yang memiliki banyak 
manfaat (multi–functional benefits) (Suradisastra, 
2008). Hal yang sama juga dilakukan oleh 
kelembagaan Pa’totiboyongan, Kabupaten 
Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dalam 
mengelola usahatani padi dengan mengandalkan 
pola tradisional, sehingga nilai kolektivitas dan 
kebersamaan komunitas relatif kuat karena 
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dilandasi tradisi, norma, ritual, kearifan lokal, dan 
tata kelakuan (Junita, 2016).  
Dalam pengelolaan usahatani padi sawah, 
terutama dalam menghadapi serangan hama pada 
tanaman padi dan pengaturan air di komunitas 
petani, kelembagaan menjadi salah satu unsur 
penting untuk menggerakkan komunitas petani 
agar dapat bertindak secara bersama. Hal ini 
selaras dengan pernyataan yang diungkapkan 
oleh Agrawal et al. (2008) dan Pameroy (2011) 
bahwa, suatu tindakan kolektif dalam masyarakat 
lokal sangat ditentukan oleh berperannya 
kelembagaan dan kepemimpinan yang kuat 
ditingkat lokal. Adaptasi lokal sulit digerakkan 
tanpa adanya kelembagaan. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan Adger (2000), Naess et 
al. (2003), kelembagaan lokal pedesaan memiliki 
peran penting dalam melakukan adaptasi 
terhadap ancaman dan gangguan bencana di 
tingkat lokal. Hal yang sama diungkapkan Gentle 
et al. (2013), kelembagaan lokal memiliki unsur 
penting dalam upaya adaptasi untuk 
menggerakkan komunitas lokal guna bertindak 
secara kolektif.  
Kelembagaan lokal Keujreun Blang yang 
memiliki peran dalam mengelola sektor 
pertanian, khususnya tanaman pangan (padi). 
Menurut Syah Putra et al. (2011) lembaga adat 
Keujreun Blang merupakan suatu wadah bagi 
masyarakat petani sawah yang masih berfungsi 
dalam menentukan mulainya musim tanam, 
melakukan pengaturan air, dan merawat adat 
(hajatan di sawah). Oleh karena itu, berangkat 
dari pentingnya kelembagaan lokal dalam 
mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi 
komunitas petani maka tujuan dalam penelitian 
ini adalah: (1) menganalisis peran kelembagaan 
Keujreun Blang dalam komunitas petani pada 
usahatani padi sawah dan (2) menganalisis peran 
kelembagaan Keujreun Blang dalam 






Lokasi dan Waktu 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lam 
Ue, Lamsinyeu dan Ajee Rayeuk Kecamatan 
Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Lokasi 
penelitian merupakan hamparan sawah yang 
memiliki kelompok organisasi Keujreun Blang. 
Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara 
sengaja (purposive) dengan pertimbangan karena 
kecamatan tersebut merupakan salah satu lokasi 
yang mengalami tingkat serangan hama tertinggi 
di Aceh Besar. Penelitian lapangan dilaksanakan 
pada Februari hingga Mei 2017. 
 
Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan terdiri dari 
dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data 
primer dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan didukung data kualitatif. 
Pendekatan kuantitatif dengan metode survei 
(kuesioner) dibantu data kualitatif yang diperoleh 
dari observasi, dan wawancara mendalam 
informan kunci (key informan) termasuk 
pengurus Keujreun Blang di tiga desa (6 
responden), kepala desa (3 responden), Lembaga 
Adat Mukim (2 responden), Lembaga Majelis 
Adat Aceh (1 responden) dan Lembaga Majelis 
Adat Aceh Besar (2 responden), Badan Penyuluh 
Pertanian (4 responden), dan dinas PU Pengairan 
(2 responden). Data sekunder didapatkan dari 
dinas terkait atau data yang sudah dipublikasikan 
(analisis dokumen).  
 
Metode Pemilihan Responden 
Populasi responden yang diambil dalam 
penelitian ini dengan menggunakan purposive 
sampling pada komunitas petani yang ada dalam 
hamparan yang sama, yakni 80 responden petani 
dan 20 informan kunci. Teknik purposive adalah 
pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar 
pertimbangan penelitinya saja yang menganggap 
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Tabel 1. Sumber data demografi, kelompok tani, karakteristik petani dan kelembagaan, dalam studi peran 
kelembagaan keujreun blang di Kabupaten Aceh Besar, 2017 
Jenis Data Sumber Data Jenis Data 
Data demografi wilayah Kantor desa, BPP, Kantor Camat dan BPS Data Sekunder 
Data kelompok tani  Kelompok tani, BPP  Data Sekunder 
Karakteristik Petani Petani responden Data primer  
Peran Kelembagaan  Petani responden Data primer  
 
unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam 
anggota sampel yang diambil (Neuman, 2015). 
Kerangka sampling penelitian adalah pengurus 
kelembagaan lokal Keujreun Blang dan 
komunitas petani dalam satu hamparan sawah. 
 
Analisis Data 
Data kuantitatif dianalisis dengan 
tabulasi silang berupa tabel, diagram dan 
dianalisis secara deskriptif. Indikator dan 
parameter dianalisis menggunakan sistem 
pemberian skor penilaian. Pemberian skor 
mengikuti skala Likert dengan skala 1 sampai 4. 
Skor yang diperoleh dari responden selanjutnya 
ditentukan rentang skala atau selang kategori 
sangat baik, baik, buruk, dan sangat buruk, serta 
sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak 
setuju. Data kualitatif diolah dengan tahapan 
mereduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Skala Likert digunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial. 
Dengan Skala Likert, variabel yang akan diukur 
dijabarkan menjadi indikator variabel. Dalam 
penggunaan skala Likert, terdapat dua bentuk 
pertanyaan, yaitu bentuk pertanyaan positif untuk 
mengukur skala positif, dan bentuk pertanyaan 
negatif untuk mengukur skala negatif. Pertanyaan 
positif diberi skor 4, 3, 2, dan 1; sedangkan 
bentuk pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, dan 
4 (Nazir, 2014).  
Rumus yang digunakan untuk penentuan 
skoring adalah: 
S = T x Pn 
S   = nilai skoring  
T   = total jumlah responden yang memilih  
Pn  = pilihan angka skor Likert 
Interpretasi skor perhitungan:  
Agar mendapatkan hasil interpretasi, 
terlebih dahulu harus diketahui skor tertinggi (X) 
dan skor terendah (Y) untuk item penilaian 
dengan rumus sebagai berikut: 
Y = skor tertinggi likert x jumlah responden 
X = skor terendah likert x jumlah responden 
Analisis data kualitatif menggunakan 
analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, 
kelemahan, ancaman dan peluang sehingga dapat 
disusun strategi pengembangan kelembagaan 
Keujreun Blang. Dalam penyusunan strategi 
analisis SWOT terdapat dua faktor eksternal serta 
internal dan matrik SWOT (Rangkuti, 2005). 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Peran Keujreun Blang dalam Kegiatan 
Usahatani Padi Sawah 
Lembaga Keujreun Blang merupakan 
salah satu lembaga adat yang terdapat dalam 
Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga 
Adat yang fungsinya antara lain adalah 
menentukan jadwal turun sawah (tanam 
serentak), pengairan, melestarikan kearifan lokal 
dan penyelesaian sengketa di tingkat petani 
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ketika terjadi perselisihan. Syah Putra et al. 
(2011) mengatakan bahwa lembaga adat 
Keujreun Blang merupakan suatu wadah bagi 
masyarakat petani sawah yang masih berfungsi 
hingga kini, terutama dalam penentuan turun 
sawah dan jadwal tanam, melakukan pengaturan 
air, perawatan dan merehab saluran air dan ikut 
merawat kearifan (adat) lokal (Keunduri Blang). 
Di antara adat lokal adalah: (1) tidak dibolehkan 
menggunakan pestisida (kimia) secara bebas, (2) 
penggunaan bahan kimia secara bijak, lebih 
banyak menggunakan pupuk organik (kompos) 
dari pakan ternak, dan (3) tidak dibolehkan 
beraktivitas di sawah selama tiga hari berturut-
turut setelah acara Khanduri Blang. Segala 
sesuatu terkait urusan sawah harus menunggu 
aba-aba dari pengurus Keujreun Blang termasuk 
dalam penentuan pengolahan tanah dan jadwal 
tanam (Daud, 2014). Namun fungsi dan 
kewenangan Keujreun Blang kini tidak lagi 
dilaksanakan secara utuh, bahkan dipahami hanya 
sebatas pengaturan air (Yulia et al., 2012).  
Keujreun Blang dipimpin oleh seorang 
ketua, dibantu sekretaris dan bendahara. Seluruh 
petani hamparan adalah sebagai penerima 
manfaat dari Keujreun Blang. Ketua lembaga 
lokal ini harus memiliki pengetahuan dan 
memegang peranan penting dalam kegiatan 
pertanian, misalnya, menguasai hukum adat 
pertanian (meugoe), dan memahami perkiraan 
terhadap iklim suatu wilayah yang dipengaruhi 
oleh hidrologis (keuneunong) dan memiliki 
kewibawaan tinggi serta dihormati masyarakat 
tani. Hal ini seperti disampaikan Crane (2013) 
bahwa kepemimpinan suatu kelembagaan lokal 
harus memiliki kewibawaan, mampu berinteraksi 
dengan pihak lain (internal dan eksternal) dan 
dapat memediasi permasalahan petani.  
Oncescu (2015) mengatakan 
kelembagaan lokal sangat mempengaruhi 
ketahanan (resilience) sebuah komunitas dari 
gangguan, terutama dari gangguan bencana alam, 
perubahan iklim (kekeringan dan banjir) dan 
gangguan sosial masyarakat. Menurutnya, 
mekanisme terbaik terciptanya resiliensi dalam 
masyarakat adalah dipengaruhi oleh pagelaran 
kegiatan bersama dengan melibatkan tokoh 
masyarakat sebagai teladan, pemerintahan lokal 
dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, 
mekanisme resiliensi komunitas yang dianjurkan 
juga berbagi pengalaman secara bersama dalam 
suatu pertemuan, seperti pertemuan pada 
kesempatan perayaan tradisi kebanggaan 
masyarakat yang berbasis pengetahuan lokal 
(Oncescu, 2015). Dalam komunitas petani padi 
sawah, untuk merajut kebersamaan antar petani 
maka dilakukan tradisi makan dan doa bersama 
yang diinisiasi oleh kelembagaan lokal Keujreun 
Blang.  
Dalam melaksanakan budidaya padi 
sawah, komunitas petani memiliki dua musim 
tanam yakni musim tanam rendengan (meugoe 
thon) dan musim tanam gadu (meugoe pee). Dua 
musim tanam ini memiliki sedikit perbedaan 
dalam konstruksi pemikiran petani. Meugoe thon 
dianggap sedikit lebih menguntungkan 
dibandingkan meugoe pee terutama terkait 
dengan ketersediaan air hujan. Sedangkan pada 
musim tanam gadu (meugoe pee) intensitas turun 
hujan relatif berkurang. Pada musim gadu, peran 
lembaga Keujreun Blang sangat dibutuhkan 
komunitas petani guna mengatur ketersediaan air 
di hamparan petani. 
Pestisida 
Petani menggunakan pestisida pada saat 
terlihat gejala serangan hama di areal 
pertanaman. Pada saat dilakukan penelitian, 
serangan hama di areal pertanaman kedelai 
dengan intensitas rendah, sehingga petani tidak 
banyak mengaplikasikan pestisida. Petani 
menggunakan pestisida berupa padat dan cair. 
Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk 
pengendalian OPT sebanyak Rp.200.000/ha. 
Tenaga Kerja 
Tenaga kerja yang digunakan dalam 
usahatani kedelai berasal dari dalam dan luar 
keluarga. Adapun jenis kegiatan pada usahatani 
kedelai adalah tanam, pemupukan, pengendalian 
hama-penyakit, panen, dan pengeringan. Hampir 
semua tahapan kegiatan tersebut dilakukan oleh 
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tenaga kerja dalam keluarga, kecuali untuk 
kegiatan panen karena memerlukan tenaga kerja 
sebanyak 10 orang, sementara jumlah anggota 
keluarga petani rata-rata 4 orang. Tingkat upah 
yang berlaku pada saat penelitian adalah 
Rp60.000/HOK. Penggunaan dan biaya tenaga 
kerja pada usahatani kedelai disajikan pada Tabel 
2. 
Tenaga kerja yang digunakan lebih 
rendah dibandingkan tenaga kerja yang 
digunakan untuk usahatani kedelai di Kabupaten 
Kapuas sebanyak 69 HOK (Umar dan Saleh, 
2012), sedangkan kebutuhan tenaga kerja untuk 
usahatani kedelai di Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur, Jambi sebanyak 40 HOK (Oetama et al., 
2014). 
Peran Keujreun Blang dalam Koordinasi 
Jadwal Turun Sawah 
Lembaga Keujreun Blang merupakan 
lembaga lokal pedesaan yang berperan penting 
dalam menentukan jadwal turun sawah bersama 
unsur Muspika. Jadwal turun sawah yang teratur 
sangat mempengaruhi tanam serentak dalam 
suatu hamparan, sehingga mengakibatkan siklus 
hama dapat terputus. Baehaki (2011) 
menyebutkan bahwa tanam serentak dapat 
menekan populasi rantai hama dan penyebaran 
hama antar petak bahkan antar hamparan sawah. 
Keuntungan lain dari tanam serentak adalah 
memudahkan pengaturan air oleh petugas 
Keujreun Blang, memudahkan dalam distribusi 
saprodi, pengawasan mudah dilakukan oleh pihak 
terkait dan efesiensi dalam penggunaan alat 
mesin pertanian. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa persepsi petani terhadap keberadaan 
kelembagaan Keujreun Blang dalam koordinasi 
pengaturan jadwal tanam dan turun sawah masih 
sangat efektif dan sangat baik (Gambar 1). Hal 
ini menegaskan bahwa lembaga Keujreun Blang 
masih sangat dibutuhkan komunitas petani padi 
sawah dalam penentuan jadwal tanam sehingga 
pola tanam serentak dalam satu hamparan dapat 
diwujudkan dengan baik. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Abid et al. (2016) bahwa dalam 
beradaptasi terhadap serangan hama perlu 
penyesuaian jadwal tanam, penyesuaian varietas, 
informasi cuaca, dan akses penyuluhan untuk 
mendapatkan teknologi spesifik lokasi (Abid et 
al., 2016). 
 
Gambar 1. Persentase responden berdasarkan 
persepsinya tentang peran Keujreun Blang 
dalam penentuan jadwal tanam dan turun 
sawah di Kabupaten Aceh Besar, 2017 
Seperti ditampilkan pada Gambar 1, 
tingginya persepsi petani terhadap peran 
Keujreun Blang karena keberadaannya sudah 
mengakar di masyarakat dan hubungan interaksi 
pengurus dengan komunitas petani juga sangat 
tinggi, sehingga masyarakat percaya dan patuh 
pada keputusan Keujreun Blang. Kepercayaan 
suatu komunitas pada kelembagaan tradisional 
juga disebabkan karena adanya hubungan 
kekeluargaan (geneologis) dan kenyamanan yang 
dirasakan oleh komunitas itu sendiri (Soekanto 
dan Sulistyowati, 2015). Faktor lain yang 
menyebabkan patuhnya komunitas lokal terhadap 
aturan pola tanam serentak adalah adanya 
kelembagaan lokal yang mengakar dan dapat 
dipercaya sebagai dasar pijakan di komunitas 
petani (Bromley, 1993; dan Subair, 2014). Selain 
itu juga karena tingkat rasionalitas mereka 
terhadap ancaman yang dihadapi sangat tinggi. 
Dalam pengaturan jadwal turun sawah, Keujreun 
Blang berkoordinasi dengan Dinas PU Pengairan, 
BPP, Dinas Pertanian dan Muspika. Di tingkat 
lokal (hamparan), peran ini sepenuhnya 
dilakukan oleh Keujreun Blang. 
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Tabel 2. Persentase responden berdasarkan persepsinya tentang peran keujreun blang dalam melaksanakan sistem 
pengairan di Kabupaten Aceh Besar, 2017 
Sistem Pengairan Kategori 
Total N=80 
Orang   % 
Membersihkan Irigasi (Skor) 
Rataan = 73,75 
Sangat Baik (>75) 18 23,0 
Baik (51-75) 41 51,0 
Buruk (26-50) 20 25,0 
Sangat Buruk (<25) 1 1,0 
    
Mengatur Air (Skor) 
Rataan=75,31 
Sangat Baik (>75) 27 34,0 
Baik (51-75) 27 34,0 
Buruk (26-50) 26 33,0 
Sangat Buruk (<25) 0 0,0 
    
Selalu Tepat Waktu (Skor) 
Rataan = 73,44 
Sangat Baik (>75) 8 10,0 
Baik (51-75) 37 46,0 
Buruk (26-50) 31 39,0 
Sangat Buruk (<25) 4 5,0 
    
Debit Air Sesuai (Skor) 
Rataan = 65,31 
Sangat Baik (>75) 6 8,0 
Baik (51-75) 52 65,0 
Buruk (26-50) 17 21,0 
Sangat Buruk (<25) 5 6,0 
    
Adil Dalam Melayani (Skor) 
Rataan = 68,44 
Sangat Baik (>75) 16 20,0 
Baik (51-75) 44 55,0 
Buruk (26-50) 19 24,0 
Sangat Buruk (<25) 1 1,0 
 
Peran Keujreun Blang dalam Sistem Pengairan 
Eksistensi suatu lembaga sangat 
ditentukan oleh kemampuannya dalam melayani 
tuntutan sosial masyarakat setempat dalam kurun 
waktu yang sangat beragam. Tidak jarang 
eksistensi suatu lembaga tiba-tiba hilang, atau 
digantikan oleh kelembagaan baru yang lebih 
mampu melayani kebutuhan stakeholder setempat 
(Suradisastra, 2005). 
Tabel 2 menunjukkan bahwa persepsi 
petani terhadap peran Keujreun Blang dalam 
sistem pengairan terlihat dalam kategori baik 
terutama pada kesesuaian pengaturan debit air 
yang diairi ke pematang sawah petani (65%), adil 
dalam melayani (mengairi) (55%), dan dalam 
membersihkan irigasi (51%). Fungsi kesesuaian 
debit air merupakan hal penting yang harus 
diperhatikan pengurus karena disinilah sumber 
keributan yang sering terjadi di komunitas petani 
(antar petani) dan bahkan petani dengan pengurus 
jika hal ini tidak terpenuhi dengan baik. 
Keributan petani sering disebabkan karena 
ketidaktepatan waktu pengairan yang dilakukan 
pengurus. Ketidaktepatan waktu pengairan 
menyebabkan petani saling berebut air ketika 
mereka membutuhkan. Hal ini, misalnya, saling 
berebut air dengan membuka pematang sawah 
milik petani lain untuk mengairi sawahnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dengan adanya lembaga Keujreun Blang di 
komunitas petani, perselisihan dan perebutan air 
antar petani dapat diminimalisir karena 
 166 Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Vol. 21, No.2, Juli 2018: 159 - 175 
wewenang dalam pengaturan air dilakukan 
sepenuhnya oleh lembaga tersebut. Terjadinya air 
hujan pada saat petugas memasukan air ke 
pematang juga menjadi masalah tersendiri bagi 
pengurus Keujreun Blang. Hasil wawancara 
dengan pengurus Keujreun Blang dan kepala 
imum mukim menunjukkan ada beberapa petani 
sering tidak memenuhi kewajibannya untuk 
membayar iuran pengurus (wase blang) ketika 
terjadi hujan. Mereka mengganggap bahwa air 
yang ada di lahannya adalah bukan hasil kerja 
dari pengurus Keujreun Blang melainkan air 
hujan. Inilah penyebab motivasi pengurus 
Keujreun Blang terkadang menurun bahkan ada 
beberapa wilayah lain kepengurusan Keujreun 
Blang vakum akibat hal ini. Peran dan fungsi 
sebuah kelembagaan lokal juga sangat ditentukan 
oleh anggota komunitasnya. Hal ini tidak jauh 
berbeda dengan temuan yang dihasilkan 
Longstaff (2010) bahwa kinerja, peran, dan 
fungsi dari sebuah kelembagaan merupakan 
faktor kunci dalam membentuk tindakan kolektif 
komunitas.  
Peran Keujreun Blang dalam 
menggerakkan komunitas petani untuk 
membersihkan saluran irigasi tergolong masih 
baik, hal ini disebabkan kepentingan bersama 
antar mereka untuk kelancaran pengairan. Secara 
keseluruhan peran yang dijalankan Keujreun 
Blang dalam sistem pengairan masih baik, 
kecuali terlihat pada fungsi mengatur air dan 
ketepatan waktu pengairan yang mulai berkurang 
(buruk). Ketepatan waktu adalah jika tindakan 
yang dilakukan pengurus Keujreun Blang dalam 
pengairan sesuai dengan kebutuhan air yang 
dibutuhkan petani. 
Peran Keujreun Blang dalam Pelestarian Adat 
Sawah 
Keberadaan Keujreun Blang selain 
berfungsi dalam sistem usahatani padi sawah dan 
pengairan juga berfungsi dalam melestarikan 
kearifan lokal dan adat dalam usahatani tani padi 
sawah (Pergub Aceh No. 45 Tahun 2015). Hal 
yang sama dikatakan Afadlal et al. (2008) bahwa 
tujuan utama kelembagaan Keujreun Blang yang 
didirikan pada masa kesultanan Aceh Sultan 
Iskandar Muda pada awalnya adalah sebagai 
perangkat eksekutif yang berfungsi sebagai 
pelaksana urusan pertanian secara umum 
khususnya dalam usahatani padi sawah, namun 
kini nilainya sedikit memudar. 
Tabel 3 menunjukkan bahwa persepsi 
petani terhadap peran Keujreun Blang dalam 
melestarikan adat sawah cenderung kurang 
berfungsi dan jarang digunakan terutama dalam 
memberikan sanksi bagi pelanggar yakni dengan 
kategori sangat buruk (57,5%), sedangkan 
persepsi petani terhadap pelaksanaan khanduri 
blang terlihat sangat setuju atau berfungsi dengan 
baik (70%). Hal ini menggambarkan bahwa adat 
dan kearifan lokal yang selama ini digunakan 
petani banyak ditinggalkan dan tidak digunakan 
lagi. Pada dua fungsi lain yakni dalam menjaga 
kearifan lokal dan mensosialisasikan adat sawah 
persepsi petani juga terlihat buruk.   
Hasil wawancara dengan beberapa tokoh 
masyarakat disebutkan bahwa keengganan 
pengurus Keujreun Blang menerapkan sanksi 
terhadap pelanggar adalah untuk menjaga 
stabilitas keharmonisan dalam komunitas petani. 
Jika sanksi tersebut tetap diterapkan maka bukan 
hanya berdampak pada sistem usahatani tapi juga 
stabilitas sosial di masyarakat. Beberapa 
pelanggaran yang dilakukan petani adalah 
mencuri air dengan membuka pematang sawah 
milik petani lain, tidak memenuhi iuran wajib, 
dan tidak menghadiri gotong royong.  
Secara umum persepsi petani terhadap 
peran Keujreun Blang dalam melaksanakan dan 
melestarikan adat sawah sudah mulai berkurang, 
kecuali dalam melaksanakan ritual khanduri 
blang yang sudah sangat mengakar di komunitas 
petani padi sawah. Kegiatan ini adalah doa dan 
makan bersama saat umur padi memasuki fase 
pengisian bulir. Hingga kini kegiatan tersebut 
masih dilestarikan yang dilakukan secara 
kolektif. Dalam mengkoordinasi pelaksanaan 
kegiatan Khanduri Blang, lembaga Keujreun 
Blang dibantu kepala desa (Geuchik), dan imum 
Meunasah sebagai pembaca doa, padahal 
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Tabel 3. Persentase responden berdasarkan persepsinya tentang Keujreun Blang dalam pelestarian adat sawah di 
Kabupaten Aceh Besar, 2017 
Pelestarian Adat  Kategori 
Total N=80 
Orang % 
Kearifan Lokal (Skor) 
Rataan = 59,38  
Sangat Baik (>75) 11 13,75 
Baik (51-75) 27 33,75 
Buruk (26-50) 23 28,75 
Sangat Buruk <25) 19 23,75 
    
Sosialisasi Adat Sawah  
(Skor) 
Rataan = 59,69    
Sangat Baik (>75) 14 17,50 
Baik (51-75) 20 25,00 
Buruk (26-50) 29 36,25 
Sangat Buruk <25) 17 21,25 
    
Sanksi (Skor) 
Rataan = 38,75 
Sangat Baik (>75) 0 0,00 
Baik (51-75) 10 12,50 
Buruk (26-50) 24 30,00 
Sangat Buruk <25) 46 57,50 
    
Khanduri Blang (Skor) 
Rataan = 88,75 
Sangat Baik (>75) 56 70,00 
Baik (51-75) 15 18,75 
Buruk (26-50) 6 7,50 
Sangat Buruk <25) 3 3,75 
 
kegiatan ini sebelumnya diperankan sepenuhnya 
oleh Keujreun Blang. Peran kelembagaan lokal 
Keujreun Blang dalam melestarikan adat pada 
sektor pertanian sudah tidak efektif, kondisi ini 
disebabkan rasionalitas petani dan perkembangan 
teknologi di sektor pertanian serta prioritas petani 
yang bukan hanya pada usahatani padi. Kondisi 
ini berbeda seperti disampaikan Agrawal et al. 
(2008), bahwa kelembagaan lokal memiliki peran 
penting menggerakkan tindakan kolektif dan 
adaptasi komunitas. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi 
memudarnya peran kelembagaan Keujreun Blang 
dalam pelestarian adat sawah disebabkan 
perubahan status lahan dari hak milik menjadi 
hak pakai (penggarap) dan lahannya yang 
semakin sempit, sehingga motivasi petani tidak 
lagi fokus hanya pada usahatani untuk sumber 
ekonomi. Selain itu, petani yang menggarap 
lahan sawah di lokasi penelitian relatif muda dan 
lebih rasional karena pendidikan juga relatif 
tinggi. Faktor lain yang menyebabkan 
menurunnya fungsi kelembagaan Keujreun Blang 
dalam melestarikan adat sawah adalah karena 
domisili petani dalam satu hamparan tidak tinggal 
pada desa (gampong) yang sama.  
Perbedaan tempat tinggal petani 
menyulitkan pengurus Keujreun untuk 
menyampaikan berbagai informasi dalam 
melakukan kegiatan usahatani seperti gotong 
royong, pengentasan hama secara bersama dan 
interaksi yang relatif kurang. Petani yang berada 
pada desa yang berbeda di lokasi penelitian 
cenderung akan melaksanakan pengendalian 
hama secara individu, sedangkan yang 
melaksanakan tindakan secara kolektif cenderung 
dilakukan oleh petani yang tinggal dalam desa 
yang sama. Teritori (domisili) mempengaruhi 
interaksi suatu komunitas dan dapat mempererat 
persatuan dengan peraturan dan adat-istiadat 
yang masih mempertahankan nilai-nilai lokal 
penting (Junita, 2016).  
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“Dasar hilang adat dalam usahatani 
padi sawah adalah karena dipengaruhi oleh  
petani luar (kampung lain), terutama saat gotong 
royong bersama biasa petani yang menggarap 
lahan sawah di kampung lain jarang ikut 
berpartisipasi, sehingga hal ini mengakibatkan 
petani lain mulai apatis terhadap aturan”, Ambia 
(ketua kelompok tani Desa Ajee Rayeuk). 
 
Peran Keujreun Blang dalam Penyelesaian 
Sengketa Petani 
Dalam menciptakan kenyamanan dan 
ketertiban dalam komunitas petani, lembaga 
Keujreun Blang yang telah mengakar di 
komunitas petani pedesaan diberikan peran dan 
wewenang dalam mengatur setiap kegiatan 
persawahan. Dalam Qanun Aceh Nomor 10 
Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, pada Pasal 
25 disebutkan bahwa, diantara tugas dan 
wewenang kelembagaan Keujruen Blang adalah 
memberi teguran atau sanksi kepada petani yang 
melanggar aturan-aturan adat meugoe (bersawah) 
atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam 
sistem pelaksanaan usahatani dan menyelesaikan 
sengketa antar petani yang berkaitan dengan 
pelaksanaan usahatani padi sawah. Syah Putra et 
al. (2016) menyebutkan bahwa keberadaan 
kelembagaan lokal Keujreun Blang merupakan 
unsur penting dalam mengatur berbagai hal 
dalam pelaksanaan usahatani padi sawah.  
Data yang ditunjukkan pada Gambar 2 
menggambarkan bahwa persepsi petani terhadap 
keberadaan dan peran Keujreun Blang dalam 
penyelesaian sengketa antar petani masih sangat 
efektif. Tindakan Keujreun Blang dalam 
menyelesaikan sengketa di tingkat petani antara 
lain adalah dengan upaya musyawarah dengan 
menghadirkan para pihak yang bertikai. Hal ini 
bertujuan untuk menciptakan adanya 
kebijaksanaan dengan penjelasan-penjelasan 
yang dapat dipahami masing-masing pihak. Jika 
sengketa terjadi antar sesama petani, petugas 
pengairan selaku Keujruen Blang juga ikut 
campur tangan dalam menyelesaikan sengketa 
para pihak. 
Gambar 2. Persentase responden berdasarkan 
kemampuan Keujreun Blang dalam 
penyelesaian sengketa usahatani padi 
sawah di Kabupaten Aceh Besar, 2017 
Selama ± 3 tahun terakhir sengketa yang 
terjadi hanya sengketa kecil-kecilan dan mudah 
ditangani oleh Keujruen Blang dalam 
musyawarah bersama petani yang bersangkutan. 
Kebijaksanaan yang ditawarkan oleh Keujruen 
Blang seperti sawah petani yang bersengketa 
tidak akan dialiri dan diblokir dari saluran irigasi. 
Pelaksanaan kebijaksanaan itu sendiri akan 
berdampak pada petani yang bersengketa, seperti 
merasakan malu karena menjadi perbincangan 
petani sekitar, tidak memiliki kemampuan untuk 
bercocok tanam, dan lain sebagainya. 
Kelembagaan tersebut masih sangat efektif dalam 
menyelesaikan persoalan yang terjadi pada 
usahatani padi sawah. Keberadaan Keujreun 
Blang dalam mengatasi persoalan di komunitas 
petani masih sangat dibutuhkan. Dengan adanya 
Keujreun Blang perselisihan antar petani dalam 
perebutan air dapat diminimalisir sehingga 
keharmonisan antar masyarakat tetap terjaga. 
“Bagi masyarakat, lembaga Keujreun 
Blang tersebut sangat penting untuk menghindari 
terjadinya sengketa dan konflik dalam perebutan 
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Peran Keujreun Blang dalam Mengorganisir 
Komunitas Petani untuk Mengatasi Serangan 
Hama 
Gambar 3 menampakkan dari empat pola 
tindakan komunitas petani dalam mengendalikan 
hama paling tinggi terlihat pada tindakan yang 
dilakukan secara bersama (collective action) 
dengan lembaga Keujreun Blang (49%) 
sedangkan tindakan dalam skala rumah tangga 
juga relatif masih tinggi (39%). Tindakan 
bersama yang dilakukan komunitas petani tidak 
terlepas dari kesadaran terhadap ancaman saat 
terjadi serangan hama. Persentase tindakan 
bersama yang dilakukan komunitas petani terlihat 
tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan 
tindakan yang dilakukan oleh petani dengan pola 
kerja rumah tangga yakni hanya 10% saja. Hal ini 
menunjukkan bahwa peran Keujreun Blang 
dalam mengorganisir komunitas petani untuk 
bertindak secara kolektif dalam mengatasi 
serangan hama mulai berkurang.  
Hasil analisis menyatakan bahwa 
tindakan kolektif petani untuk mengatasi 
serangan hama hanya terlihat pada beberapa 
aspek pengendalian saja. Tindakan dalam 
mengatasi serangan hama tikus dengan sistem 
gropyokan dan pengendalian hama burung pipit. 
Tindakan komunitas petani dalam mengatasi 
hama tikus dan hama burung dilakukan secara 
kolektif pengalaman masa lalu pada saat terjadi 
gangguan hama. Suradisastra (2005) mengatakan 
bahwa kapasitas adaptif komunitas erat kaitannya 
dengan terminologi lokal. Terminologi lokal 
merupakan landasan awal untuk melakukan 
tindakan kolektif, menghimpun informasi, dan 
menyebarkan ke komunitas. 
Hasil wawancara dengan beberapa petani 
dikatakan bahwa jika pengendalian hama tikus 
dilakukan secara personal, maka sulit 
dikendalikan karena populasi tikus yang relatif 
banyak dan bisa dengan cepat migrasi antar petak 
sawah. Hal yang sama juga dilakukan dalam 
pengendalian hama burung, karena populasi 
hama burung mencapai ribuan ekor dan 
menghabiskan bulir padi yang siap panen dalam 
waktu singkat. Banyak petani yang gagal panen 
dan terjadi kerugian besar saat panen akibat 
belum berjalan dengan baik tindakan kolektif di 
komunitas petani. Kerugian yang dialami petani 
akibat serangan burung pipit bisa mencampai 15–
50%. Ada beberapa teknik yang dilakukan petani 
dalam menghadang hama ini seperti memasang 
orang-orang-an di setiap petak sawah, 
membunyikan kaleng bekas, memasang jaring, 
dan beberapa alat mekanis lainnya. Tindakan ini 
dilakukan secara berjamaah dalam satu hamparan 
sawah dan membuat komunitas petani cukup 
adaptif. 
Gambar 3. Persentase responden berdasarkan pihak 
yang bekerjasama dalam mengatasi hama 
pada usahatani padi sawah di Kabupaten 
Aceh Besar, 2017 
Sementara tindakan dalam skala rumah 
tangga yang dilakukan petani terutama dalam 
mengatasi hama wereng dan ulat daun. Hal ini 
antara lain disebabkan pengetahuan petani 
terhadap pengendalian secara bersama masih 
rendah dan menurunnya nilai-nilai dan pola 
hubungan tradisional di komunitas petani. Secara 
umum, Gambar 3 menjelaskan bahwa peran 
Keujreun Blang dalam menggerakkan komunitas 
petani hanya dalam mengatasi serangan hama 
tikus dan burung yang dibantu oleh kelompok 
tani, sedangkan pada aspek lainnya cenderung 
kurang efektif. Artinya, bahwa peran yang 
dilakukan lembaga Keujreun Blang memang 
sudah berkurang sejalan dengan melemahnya 
internalisasi nilai-nilai tradisional. Namun 
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tindakan tersebut cukup membuat petani dapat 
mengatasi serangan hama tikus dan burung. 
 
Prospek Pengembangan 
Prospek pengembangan kelembagaan 
Keujreun Blang dipengaruhi oleh faktor internal 
dan eksternal. Faktor internal mencakup kekuatan 
(Strengths) dan kelemahan (Weaknesses). 
Sementara faktor eksternal mencakup peluang 
(Opportunities) dan tantangan (Threats). Prospek 
pengembangan kelembagaan Keujreun Blang di 
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar di 
sajikan pada Tabel 4. 
Srategi Pengembangan 
Berdasarkan potensi dan masalah yang 
telah dibahas, dapat disusun strategi 
pengembangan kelembagaan Keujreun Blang di 
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar 
berdasarkan analisis SWOT (strengths, 
weaknesses, opportunities and threaths) seperti 
pada Tabel 4. Kekuatan utama pada 
pengembangan Keujreun Blang adalah unsur 
gotong royong yang dimiliki kelompok 
masyarakat pedesaan yang masih mengakar. 
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
ancaman yang ada maka disusun strategi 
pengembangan usahatani padi gogo di Provinsi 
Aceh. 
Strategi Kekuatan dan Peluang 
Berdasarkan potensi unsur gotong royong 
yang masih mengakar pada masyarakat petani 
pedesaan maka peluang pembangunan pertanian 
masih terbuka lebar. Oleh karena itu, strategi 
yang perlu dilakukan adalah peningkatan 
program pemberdayaan kelembagaan kelompok, 
sehingga modal sosial yang dimiliki petani dapat 
memberdayakan mereka dalam meningkatkan 
produktivitas dan pendapatan usahataninya. 
Peluang strategis dalam melaksanakan tindakan 
secara kolektif terutama dalam melakukan 
penanaman serentak komoditi padi dalam satu 
hamparan. Juga terbuka strategi lainnya yang 
dapat dilaksanakan dalam pengembangan 
kelembagaan Keujreun Blang adalah peningkatan 
pola kemitraan dengan pihak luar terutama 
dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 
sebagai agen dalam transfer teknologi pertanian 
dan menjalin hubungan dengan pedagang untuk 
mencari akses pasar untuk menjual produksi hasil 
petani. Kekuatan yang tidak dimiliki oleh pihak 
lain adalah sebagai fasilitator dan mediator dalam 
menangani konflik (sengketa) di antara petani 
terutama dalam perebutan air. Oleh karena itu, 
peningkatan intensitas komunikasi dengan 
seluruh petani sangat penting dilakukan guna 
mengatasi berbagai konflik tersebut. 
Strategi Kekuatan dan Ancaman 
Seiring perkembangan teknologi pada 
sektor pertanian terutama pada aspek mekanisasi 
maka kelembagaan lokal tradisional dituntut 
untuk terus bertransformasi terhadap dinamika 
tersebut. Sejatinya, perkembangan teknologi 
adalah suatu keniscayaan dan keuntungan bagi 
pengguna. Oleh karena itu, strategi jitu 
menghadapi hal itu adalah dengan memberikan 
pelatihan dan pemahaman kepada pengurus dan 
pelaku pertanian tradisional terhadap kemunculan 
berbagai teknologi aktual sehingga dapat 
beradaptasi dengan baik. Tanpa itu, maka 
keberadaan kelembagaan lokal Keujreun Blang 
akan terkikis keberfungsiannya di tengah 
masyarakat petani. 
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Tabel 4. Prospek pengembangan kelembagaan Keujreun Blang di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 
Tahun 2017 
                      






1. Gotong royong  
2. Penggerak tindakan kolektif 
3. Fasilitator – mediator konflik 
4. Modal sosial petani 
Kelemahan (Weaknesses=W) 
1. Kearifan lokal  
2. Usahatani tradisional 
3. Sumber modal (Kas) lembaga 
4. SDM pengurus  
5. Dukungan Pemerintah Daerah 
Peluang (Opportunities =O) 
1. Pemersatu petani 
2. Wadah sumber informasi 
(teknologi baru) 
3. Peningkatan produksi padi 
4. Alokasi dana desa 
5. Hubungan dengan pihak luar 
(PPL dan pemasaran) 
 
Strategi SO 
1. Memanfaatkan potensi modal 
sosial masyarakat untuk untuk 
melakukan tindakan kolektif 
dalam usahatani padi sehingga 
meningkat produksi dan 
pendapatan petani. 
2. Peningkatan pola kemitraan 
dengan pihak luar terutama 
dengan PPL dalam transfer 
teknologi dan mencari akses 
pasar terhadap produk hasil 
petani.  
3. Meningkatkan komunikasi 
dengan seluruh petani untuk 
mengatasi berbagai konflik.  
Strategi WO 
1. Mengembangkan teknologi aktual 
berbasis spesifik lokasi untuk 
meningkatkan produksi petani 
secara berkelanjutan dengan 
memanfaatkan sumber modal dari 
alokasi dana desa.  
2. Meningkatkan hubungan dengan 
pihak lain (eksternal) untuk 
mencari sumber bantuan dan 
teknologi dalam mengatasi 
kekurangan kas lembaga.  
3. Memanfaatkan peran penyuluh 
sebagai sarana informasi 
penyuluhan. 
Ancaman (Threats=T) 
1. Mekanisasi pertanian  
2. Kehadiran teknologi 
(Rasionalitas petani)  
Strategi ST 
Meningkatkan pemahaman pengurus 
terhadap teknologi baru dengan 
mentransformasi fungsi Keujreun 
Blang di masyarakat. Hal ini perlu 
dilakukan seiring dengan 
perkembangan teknologi terutama 
pada aspek mekanisasi pertanian. 
Strategi WT 
1. Memberdayakan SDM baik 
secara individu maupun 
kelompok, melalui magang, dan 
pelatihan.  
2. Melakukan sosialisasi terhadap 





Strategi Kelemahan dan Peluang 
Memaksimalkan teknologi terbaru 
berbasis spesifik lokasi dalam usahatani padi 
sawah, sehingga dapat meningkatkan produksi 
secara berkelanjutan dengan memanfaatkan 
sumber modal dari alokasi dana desa. 
Meningkatkan hubungan dengan pihak lain 
(eksternal) untuk mencari sumber bantuan dalam 
mengatasi kekurangan kas lembaga sehingga 
dapat memberikan insntif bagi pengurus guna 
memotivasi kerja mereka. Selain itu, dengan 
memanfaatkan peran penyuluh sebagai sarana 
informasi penyuluhan untuk adaptasi teknologi 
baru. 
Strategi Kelemahan dan Ancaman 
Meningkatkan pemberdayaaan terhadap 
sumber daya manusia baik secara individu 
maupun kelompok melalui pelatihan (training), 
temu lapang pengenalan alat mekanisasi 
pertanian, melakukan sosialisasi terhadap 
manfaat dan efektivitas penggunaan mekanisasi 
pertanian agar fungsi-fungsi Keujreun Blang 
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KESIMPULAN 
 
Peran Keujreun Blang tergolong efektif 
dalam pengaturan jadwal turun sawah dan jadwal 
tanam, pengaturan sistem pengairan dan 
penyelesaian sengketa di tingkat petani, 
sedangkan dalam melestarikan adat sawah 
cenderung berkurang, kecuali perannya dalam 
melaksanakan khanduri blang tergolong masih 
tinggi yang dibantu kepala desa (Geuchik).  
Peran Keujreun Blang dalam 
mengorganisir komunitas petani untuk 
mengendalikan serangan hama cenderung 
berkurang, kecuali dalam melakukan geproyokan 
hama tikus, mengendalikan hama burung dan 
melakukan tanam serentak.  
Berdasarkan analisis SWOT, 
kelembagaan Keujreun Blang harus 
memanfaatkan modal sosial petani untuk 
meningkatkan komunikasi antara pengurus 
dengan petani guna meminimalisir konflik, 
hubungan dengan pihak luar (PPL dan 
pedagang), dan memanfaatkan budaya gotong 
royong dalam melaksanakan tindakan secara 
bersama. 
Kelembagaan Keujreun Blang perlu 
direvitalisasi karena belum mampu berperan 
sepenuhnya dalam kegiatan usahatani padi 
sawah. Namun dalam penyelesaian konflik atau 
sengketa di tingkat petani, Keujreun Blang masih 
dirasa penting peranannya. Perlu dibangun 
norma-norma dan sanksi-sanksi yang dapat 
membuat petani anggota patuh kepada pengurus 
yang telah mereka pilih. 
Pemerintah perlu mempertahankan 
eksistensi keberadaan kelembagaan lokal 
Keujreun Blang dalam menyelesaikan berbagai 
persoalan di komunitas petani dan 
mengalokasikan anggaran untuk jerih payah bagi 
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